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BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 47 TAHUN 2023

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI INDRAGIRI HULU,
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022

tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaiansistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai tindaklanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraanjJabatan;
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor:
061/ORG.1/12160 tanggal 29 Agustus 2023 hal PersetujuanDraft Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentangSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaPerangkat Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentangSusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata KerjaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Indragiri Hulu sudah tidak sesuai lagi denganketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perluditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;

¢.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6402);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 157);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 25);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang SistemKerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah KabupatenIndragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

4.

5.

6.

7.

8.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.



10.

11.

12.

13.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangmenjadikewenangan Daerah.
Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yangselanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu.Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalahKepala Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndragiri Hulu.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagipegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangbekerja pada Instansi Pemerintah.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalahpegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatujabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan.Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalahPegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Dinas.Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawaspada Dinas.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugasberkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahliandan keterampilan tertentu.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sejumlah tenaga dalam jenjangfungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengankeahliannya.
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JabatanFungsional pada Instansi Pemerintah.

5.

6.

7,

Ne
8.

9,

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;c. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok JabatanFungsional Penanaman Modal dan Koordinator Kelompok JabatanFungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.

(1

(2)



BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA DINAS

Pasal 3
(1} Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantuBupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yangdiberikan ke Kabupaten dari Pemerintah Pusat.(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinasmenyelenggarakan fungsi:a.

b.

penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal danpelayanan terpadu satu pintu;pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayananterpadu satu pintu;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal danpelayanan terpadu satu pintu;pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan

d.

pelayanan terpadu satu pintu; danpelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

e.

tugas dan fungsinya;
(4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatanstruktural eselon II.b.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf bberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Sekretarisyang mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Sekretariat menyelenggarakan fungsi:a.

g.
h.

penyusunan program dan data dalam rangka perumusan kebijakanBidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatu Pintu;
pengkoordinasian perumusan program kerja antar bidang dan jabatanfungsional;
pelaksanaan pengelolaan ketatusahaan umum dan kepegawaian;pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala dinas danKoordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan dinas;pelaksanaan opengelolaan perlengkapan rumah tangga dankeprotokolan;
pelaksanaan pengelolaan keuangan; danpelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya;

d.

e.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselonIla. Je



Paragraf 1

Sub Bagian Umum
Pasal 5

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf bangka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh KepalaSubbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkanbahan rencana pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan,mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, melaporkan terkait denganketatausahaan, kerumahtanggan, barang dan administrasi kepegawaian,
dan Penatausahaan Keuangan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub bagianumum menyelenggarakan fungsi:

(2)

(3)

a.
b.

Nn.

pembuatan rencana operasional program kerja;penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatankesekretariatan serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan kebersihan dankeamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;penyiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi dantatalaksana, kegiatan dokumentasi dan mengelola perpustakaan;penyiapan data dan pengelolaan administrasi kepegawaian;penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai dilingkungan dinas;pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum dan tata kearsipan;dan
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya;
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin danpembangunan sesuai dengan rencana dan program kerja sebagai bahanmasukan atasan;
pengkoordinasian pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,pertanggung jawaban dan pembukuan keuangan;pemantauan dan wawasan pelaksanaan anggaran rutin danpembangunan;
pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian pertanggung jawabanperbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

¢.

d.

e.

g.

k.

L

. penyusunan laporan pelaksanaan anggran rutin dan pembangunan

m.
berdasarkan data dan informasi sebagai pertanggung jawaban;pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya;

Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan strukturaleselon IV.a.
(4)



BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6
Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuaidengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuanPeraturan Perundang-Undangan.Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayananfungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan TinggiPratama atau Administrator sesuai dengan bidang keahlian danketerampilan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (2) terdiri dariKelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok JabatanFungsional Terpadu Satu Pintu.
Kegiatan tugas Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yangmengaturJabatan Fungsional yang bersangkutan.Disamping Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatas, Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsionalditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis bebankerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(1

(2)

(3)

(4

(S)

Pasal 7
Pada Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelayananterpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) hurufcdapat dibentuk tim teknis sesuai denga kebutuhan pelayanan perizinanberusaha dan non perizinan.Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasmenyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.
Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkatdaerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuaidengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1

(2)

(3)

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur di lingkungan Dinas wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalamlingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungandinas serta dengan instansi lain di luar Dinas maupun dalam hubunganantar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas harus menerapkan sistempengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untukmewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melaluipenyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yangterintegrasi.
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan dinas bertanggungjawabmemimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing danmemberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(1

(2

(3)



(4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengawasipelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadipenyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhipetunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing sertamenyampaikan laporan berkala tepat waktu.(6) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkunganDinas dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untukpenyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepadabawahan.
(7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusanlaporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secarafungsional mempunyai hubungan kerja.(8) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakantugasnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberianbimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VIB
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.(2) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan olehBupati.
(3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dansumber lain vang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri HuluNomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta TataKerja Dinas Penananman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 78},dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten IndragiriHulu.
Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di RengatREPALA BAGIAN HUKUM

pada tanggal 4 September 2023
BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd
TRI JOR, S.H., MOM.

NIP. £9710603 1549803 1005
REZITA MEYLANI YOPIDiundangkan di Rengat

pada tanggal 5 Oktober 2023SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

H. HENDRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 49
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